
 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA JAMBI 
NOMOR  34  TAHUN 2014 

 

 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2014 

 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN 

BARANG/JASA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA  JAMBI, 

Menimbang a. Bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan 

Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam    

huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Walikota  Jambi tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400);  

 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  

 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234);  

SALINAN 



 

 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5280);  

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 

Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 

Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 157); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);  

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);  

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4578);  

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);  

 16. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 5533).  

 



 
 

 
       MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN 

TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
   

      Pasal  1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 04 Tahun 2014 tentang  

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di ubah sebagai berikut:  

1. Lampiran IIIB dihilangkan. 

2. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi Lampiran IVA dan Lampiran IVB 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari      
Peraturan Walikota ini. 

 

 

 

      Pasal  2   

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi. 

  

 
Ditetapkan di Jambi 

   pada tanggal   22  Agustus  2014 
 

WALIKOTA  JAMBI,  

  

                SYARIF FASHA  

            

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal     22  Agustus  2014 

 
     SEKRETARIS DAERAH  

 

 

          DARU  PRATOMO 

 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014  NOMOR  34    

  

 


